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NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN TERBATAS MEROKOK

Menimbang :

Mengingat :

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan
dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan
masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh
sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi
kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan,;
bahwa menikmati dan mendapatkan udara yang sehat dan bersih
merupakan hak bagi setiap orang sehingga diperlukan adanya
kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk
mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak
langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan
masyarakat yang optimal,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3699);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844):;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan
Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4276);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli Bupati Kabupaten
Tulungagung.

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG



Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN TERBATAS MEROKOK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tulungagung.
Bupati adalah Bupati Tulungagung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tulungagung.

Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau
badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau
bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat
atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap
Rokok dan Terbatas Merokok baik milik pemerintah maupun
swasta.

Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok
orang.

Pencemaran udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara
yang terjadi di dalam ruang dan/atau angkutan umum akibat
paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan
kepada manusia.

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan
sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial
dan ekonomis.

Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat
kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada
suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan
yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu
diusahakan peningkatannya secara terus menerus.

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu
atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman atau bentuk
lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana
rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung
nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah ruangan atau area yang
dinyatakan dilarang untuk merokok.

Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana
kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus
yang disediakan.

Kegiatan merokok adalah kegiatan menghisap atau
menyalakan rokok.

Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan
gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan
dan/atau usaha.

Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk
kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik
Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran,
tempat pelayanan umum antara lain terminal, stasiun, mall,
pusat perbelanjaan, pasar serba ada, hotel, restoran, dan
sejenisnya.

Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap
dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki
tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk
kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang
sidang/seminar, dan sejenisnya.

Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang
dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara termasuk di
dalamnya taksi, bus umum, angkutan kota, dan sejenisnya.

Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan
keagamaan, seperti masjid termasuk mushola, gereja termasuk
kapel, pura, wihara, dan kelenteng.

Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang
diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat
Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena
bermain anak-anak, atau sejenisnya.

Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar-
mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk
perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, musium, dan
sejenisnya.

Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan
untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan
Pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas,
praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotek, pedagang
farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, dan tempat
kesehatan lainnya,antara lain pusat dan/atau balai pengobatan,
rumah bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA).



BAB I
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas
Merokok, adalah :

a.

(1)

(2)

menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian yang
ditimbulkan oleh asap rokok dengan cara merubah perilaku
masyarakat untuk hidup sehat;

meningkatkan produktivitas kerja;

mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari
asap rokok;

menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;

mewujudkan generasi muda yang sehat.

BAB Il
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK
Pasal 3
Bagian Pertama
Umum
Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai
Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. tempat proses belajar mengajar;

b. tempat pelayanan kesehatan;

c. arena kegiatan anak-anak; dan

d. tempat ibadah;

Pasal 4

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Asap Rokok
dilarang melakukan kegiatan merokok.



